
 

 

BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR  43 TAHUN  2018 

 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian visi, tujuan dan sasaran 

pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021, 

perlu disusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD); 

   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, serta sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang 

- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang – Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 104 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah,Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 
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c. bahwa dalam rangka menjamin keselarasan dan konsistensi 

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 

pengawasan, serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a danb, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019; 

 

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

IndonesiaNomor 2730); 

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4236); 

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun2005 

Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah kedua kali dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 (Berita NegaraTahun 2011Nomor 310); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

13. Peraturan Daerah Provins iJawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2007 Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 71); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E); 

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana 

Pembangunan  Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2006 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 

Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2016 Nomor 6 Seri D); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 

2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Sidoarjo; 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANGRENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH TAHUN 2019. 

Pasal   1 

Dalam Peraturan Bupati ini  yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Kabupatena dalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Sidoarjo. 

4. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo. 

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah  yang selanjutnya disingkat 

RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun2019 

Kabupaten Sidoarjo. 

Pasal   2 

RKPD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Sidoarjo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang 

dimulai tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 

Desember 2019. 

Pasal   3 

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

BAB II :  GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN 

DAERAH 

BAB IV :  SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 

DAERAH TAHUN 2019 

BAB V :   RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

BAB VI :  KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 

DAERAH 

BAB VII   :   PENUTUP  

(2) Uraian secara rinci RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dariPeraturanBupati ini.  

 

Pasal   4 

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai : 

a. pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; 

b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun 

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai 

dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019. 
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Pasal   5 

Dalam upaya keselarasan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan verifikasi 

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Organisasi 

Perangkat Daerah terkait.  

Pasal   6 

Dalam rangka menyusun Rancangan AnggaranPendapatan dan 

Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b : 

a. Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPD sebagai bahan 

pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan DPRD; 

b. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

menggunakan RKPD dalam melakukan pembahasan Rencana 

Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019 Perangkat 

Daerah  dengan DPRD. 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo. 

 

                                                                      Ditetapkan di Sidoarjo  

                                                                      pada tanggal     29    Juni 2018    

 

                                                                            BUPATI SIDOARJO, 

 

                                                                                        ttd 

 

 

       SAIFUL ILAH 

 

Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal   29    Juni     2018 

 

 SEKRETARIS DAERAH 

 KABUPATEN SIDOARJO,  

 

                ttd 

 

       ACHMAD ZAINI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 43 

 

 

 

 

NOREG PERBUP :43 TAHUN 2018 

 


